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PEDOMAN PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BENGKALIS

i DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

" Menimbang : a

Mengingat s

BUPATI BENGKALIS

bahwa ~ untuk kelancaran pembenan dan - pembayaran

insentif pemungutan- pajak - daerah dan retribusi  daerah -
--di ~ Kabupaten - Bengkalls perlu- dlatur Pedoman‘uPemberian-
~dan ~Pembayaran - Insentif = Pemungutan Pajak Daerah

~dan RetnbUSI Daerah di Kabupaten Bengkalls SR

‘bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana' dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan: Bupati Bengkalis

. tentang Pedoman Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan T
~ " Pajak Daerah dan RetnbUSI Daerah di Kabupaten Bengkalls :

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 ‘tentang- Pembentukanj‘ -
‘Daerah Otonom Kabupaten dalam - Lingkungan  Daerah _
~ Provinsi Sumatera . Tengah (Lembaran Negara Republlk Indonesna E
Tahun 1956 Nomor25) S "

?V‘Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemermtahan'
Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun: 2004 Sl
Nomor* 125, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia -+~

"jNomor 4437) sebagalmana telah dlubah beberapa  kali

_fj_-}“v;terakhir ‘dengan - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008,;'7
' tentang. Perubahan ‘Kedua atas Undang Undang : Nomor 32 =

Tahun - 2004 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara

o . Republik IndoneSIa Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran :

Negara Republlk Indone3|a Nomor 4844)

y Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan‘
Keuangan antara Pemerlntah Pusat dan Pemerintahan Daerah
"(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republlk IndoneSIa Nomor 4438) '

‘ Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah'” 4
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia - -

-"Tahun 12009 Nomor 130, - Tambahan -Lembaran - Negara

‘ Republlk Indonesna Nomor 5049)



~ Undang- Undang Nomor 12, Tahun 2011 tentang Pembentukan";ykr
Peraturan ’ Perundangan undangan - (Lembaran Negara

Republlk Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republlk IndoneSIa Nomor 5234)

Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan e

"?:Keuangan Daerah -(Lembaran' - Negara ‘Republik - Indonesia

 Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan- Lembaran Negara

- Republik Indonesna Nomor 4578);

' Peraturan Pemenntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemermtahan",
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Y
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republlk IndoneSIa _

- Nomor 4595)

.“'Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
.~ Urusan Pemenntahan antara Pemenntah Pemerlntahan ‘Daerah
~ Provinsi * dan Pemerlntahan - Daerah - Kabupaten/Kota C
kfl(Lembaran Negara Republlk IndoneSIa Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republlk IndoneS|a Nomor 4737)

’.:Peraturan Pemerlntah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
~ Pemberian ~ dan Pemanfaatan ~ Insentif Pemungutan S
- Pajak Daerah “dan RetnbUSI Daerah (Lembaran Negara
V'Republlk lndoneSIa Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan

4 Lembaran Negara Repubhk IndoneS|a Nomor 5161 )

0P

11,1

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 07 Tahun 2008 .

tentang Penyelenggaraan - Urusan Pemenntahan Daerah - .
Kabupaten Bengkalls (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalls l
i“Tahun 2008 Nomor 07) L :

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 13 Tahun 20087- ‘
'tentang Organlsa3| dan Tata' ~Kerja- Dinas  Daerah

Kabupaten Bengkalls (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalls
“Tahun 2008 Nomor13) ‘ = :

12

'Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 03 Tahun 2009 £

~ tentang Pokok-pokok = Pengelolaan  Keuangan  Daerah
0 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalls Tahun 2009 Nomor 03);

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 11 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalls

- ~ Tahun 2011 Nomor 11);

14,

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 12 Tahun 2011

: »"tentang Retribusi ~ Jasa Umum (Lembaran Daerah

Kabupaten Bengkahs Tahun 2011 Nomor 12)




‘ ~15 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 13 Tahun 2011

:/ Menétapkan :

_tentang Retribusi -~ Jasa“ Usaha . (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkalls Tahun 2011 Nomor 13)

| 5?16 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 14 Tahun 2011

L tentang Retnbu3|. Penzman Tertentu - (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkalls Tahun 2011 Nomor 14)

MEMUTUSKAN

PERATURAN BU PATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN.
- DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

B DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BENGKALIS

BAB [
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

'Dalam Peraturan Bupatl |n| yang dlmaksud dengan

R ‘1 ;‘l Daerah adalah Kabupaten Bengkalls

B 2.7Pemenntah - Daerah adalah Bupatl dan perangkat daerah

B - sebagai unsur penyelenggara Pemenntahan Daerah

*:',3:;Bupat| adalah Bupatl Bengkalls
‘.f4.'Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dlsmgkat SKPD

 adalah perangkat - daerah " pada  Pemerintah  Daerah

. " Kabupaten - "Bengkalis ~ yang - melaksanakan pemungutan
. Pajak Daerah dan Retnbusn Daerah sesua| dengan peraturan
;;iperundang undangan yang berlaku

'5,"Insent|f Pemungutan Pajak Daerah dan - Retrlbu3| Daerah
. .yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan  penghasilan-
. yang _diberikan - sebagal penghargaan atas ‘- klnerja tertentu

- dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan - Retnbusr

' Daerah

6. 'Pajak : Daerah ‘_yang\ L selanjutnya g .dlsebut; ‘ Pajak

" adalah  .iuran Wajlb “yang . dilakukan - -oleh  orang pribadi

- _atau badan. kepada - daerah tanpa imbalan langsung
' -yang selmbang serta_ -yang dapat dlpaksakan “berdasarkan
. 'peraturan perundang undangan yang berlaku yang digunakan
~untuk.  membiayai penyelenggaraan ~“pemerintahan  daerah

- . dan pembangunan daerah;

"“,ff'7;7'Retr|bu31 " Daerah yang selanjutnya ~ disebut - Retribusi

~ 'adalah pungutan daerah sebagai ‘pembayaran - atas_ Jasa

atau pembenan izin tertentu  yang  khusus = disediakan

”ff‘dan/atau diberikan -oleh Pemerlntah Daerah untuk kepentlngan,

o orang pnbadl atau badan




8 Pemungutan adalah “r'éngkéian‘ ’,'kkeg‘ia'tan ‘. yang dlmulalf,_,,_

~dari penghlmpunan data -objek dan ‘subjek pajak daerah‘f"”*'”'il

wt)fi;:_ifjatau retribusi - daerah penentuan besaran pajak - daerah
©atau  retribusi daerah yang terutang sampal kegiatan. penaglhan
' pajak daerah atau’ retribusi- daerah = kepada - wajib - pajak oy

~ atau wajib retnbUS| serta ‘pengawasan penyetorannya

‘u“.“‘»Tunjangan yang melekat adalah tunjangan yang melekat pada gajl
. terdiri  atas “tunjangan _istri/suami, ~ tunjangan anak‘ e

i ’;{.ﬂftunjangan jabatan struktural/fungsmnal dan/atau tunjangan beras S

BABI

PENERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

(1) Pembenan dan Pemanfaatan lnsentlf Pemungutan Pajak Daerah
~ dan Retribusi Daerah' dllaksanakan berdasarkan asas kepatutan, =
. kewajaran dan rasionalitas, yang disesuaikan . dengan besarnya
;i;}ftanggungjawab kebutuhan serta karakterlstlk dan kond|5| Objektlf Sy

- daerah; e e T e e ; ‘ T R e

@ Karaktenstlk dan Kond|5| Objek’[lf Daerah sebagalmana dlmaksud

~ dalam -ayat (1) terdm dan

i 'f‘].fa.[f‘f Kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja ‘ Daerah . a
. dalam membiayai pembangunan daerah terutama yang menjadlr-;_, e

B program dan pnontas dl daerah

e f’;.fb‘.,ff,f..Tlngkat kesulltan dalam melaksanakan pemungutan T

e Tanggungjawab dan mtensntas keterllbatan dalam melaksanakan ‘ “

i‘:“rljpemungutan Tl v Bl

e d : jCapalan kmerja tertentu pemungutan yang telah dltetapkan i S

Pasal3

) (1)lnsent|f d|ber|kan kepada ' lnstanst F,"‘Te‘l’aks_ana : Pemungut S

g ?"‘Pajak Daerah dan Retnbu3| Daerah

(2) Penerima Insentlf sebagalmana dlmaksud dalam ayat (1)

L i«{fsecara proporsaonal dlbayarkan kepada

'“'*".f"»'{a.f?Bupat| ‘dan. Wakil Bupatl selaku Penanggungjawab*f,.f’ﬁ'ig*”l‘[_f 

e Pengelolaan Keuangan Daerah

i f‘Keuangan Daerah

”y:ﬁ.Pejabat dan Pegawal Negerl' Slpll pada ‘ lnstansr'"

v‘ffvSekretans Daerah selaku Koordmator Pengelolaan,‘f S

Pelaksana - Pemungut Pajak ‘Daerah  dan Retnbus: Daerah: i

e 5;;{,‘sesua| dengan tanggungjawab masmg masmg,

7‘:""’5?-"7‘(17.*f;:Plhak lain - yang membantu lnstanSI Pelaksana Pemungut_,.

;;ijfPaJak Daerah dan RetrlbUS| Daerah S ,: e




m

‘ (3) Pemberlan ~Insentif kepada Bupatl . Wakil - Bupatl; R

.. dan Sekretans Daerah sebagalmana dimaksud - dalam ayat (2) v
‘,huruf a dan b, dapat diberikan dalam hal belum diberikan
‘remunerasi - berupa - tambahan penghasﬂan yang diberikan
‘untuk menlngkatkan klnerja S T R

Pasal 4

InstanS| Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retnbu3| Daerah :
.. diberikan insentif apabila mencapai -target pencapaian ‘kinerja -
" 'penenmaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan

| 'l':pada Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah yang duabarkan

setiap 3 (tiga) bulan dengan rincian sebagal berlkut

;a.i

,‘Perhltungan sebagalmana dlmaksud dalam -ayat (1)

oy ‘adalah sebagal berikut :

e 1 : sampa| dengan trlwulan 1o 15% (Ilma belas persen)

S 2;: sampal dengan triwulan II 0% (empat puluh persen)
- 3. sampal dengan tnwulan III E 5%(tu1uh puluh llma persen)
4 : sampa| dengan tnwulan IV 100% (seratus persen)

"Apablla pada akhlr trlwulan I reahsa3| mencapal 15%
(lima "~ belas - persen) - atau lebih, Insentlf d|benkan
2 pada awal trlwulan 1;

5 prablla pada akhlr trlwulan | realisasi kurang dan 15%
. (lima’belas persen) Insentlf tldak diberikan pada awal tnwulan I;

~ Apabila pada akhlr triwulan 11 reallsasr mencapai. 40%
~(empat - puluh - persen) ‘atau . lebih, Insentif diberikan

~untuk tnwulan | yang belum dlbayarkan dan tnwulan Il;

‘-57"Apablla pada akhir triwulan 1l reallsa3| kurang dari 40%
~(empat  puluh  persen), '”Se“t'f ““t”k tr|wulan <l
-~ belum dlbayarkan pada awal trlwulan III

"Apablla pada akhlr triwulan  1ll reallsa3| kurang darl 75%
©(tujuh - ‘puluh Ilma persen) Insentif - tidak  diberikan
) {pada awal trlwulan Iv;

Apablla pada akhir tnwulan III realisasi mencapai 75%
~ (tujuh puluh lima . persen) atau Ieblh Insentlf diberikan
- pada awal trlwulan IV

'tApablla pada akhlr tnwulan H\Y, reahsaS| mencapal 100%
(seratus ~ persen) - atau - lebih, lnsentlf diberikan

'v:untuk tnwulan yang belum dlbayarkan

: Apabila pada akhlr trlwulan IV reahsaSI kurang dari
- 100% - (seratus persen) tetapl ~lebih - .dari " 75%

e (tujuh puluh Ilma persen) - Insentif  diberikan

@

e ‘bertUJuan untuk

. untuk . trlwulan S dan ‘ tnwulan sebelumnya.

: ,fyang belum dlbayarkan

Pemberlan lnsentlf sebagalmana dlmaksud dalam ayat (1)




. a ‘ Meningkatkan kinerja instahsi'
b, 'Menlngkatkan semangat kerja bagi Pejabat atau’ Pegawar

Negeri  Sipil pada Instansi 'f Pelaksana Pemungut
‘Pajak Daerah dan Retrrbusr Daerah; : ‘

b." 'Menlngkatkan pendapatan daerah
c.' N 'Menrngkatkan pelayanan kepada masyarakat

(3) Pemberlan Insentrf sebagalmana dlmaksud dalam ayat (1)
: drbayarkan setlap triwulan pada awal trlwulan berlkutnya

’ ~(4) Dalam hal target klnerja sebagalmana dlmaksud dalam ayat (1) .
suatu triwulan - tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut

~dibayarkan pada aWal triwulan benkutnya yang telah
mencapar target krnerja yang ditentukan; ° : ‘

(5) ‘Dalam hal target krnerja sebagarmana drmaksud dalam ayat (1) '

s pada akhir. Tahun Anggaran penerimaan tidak tercapai,
- tidak membatalkan Insentrf yang sudah drbayar untuk triwulan
- sebelumnya. :

-~ BAB I
SUMBER DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 5

flnsentif pemurrgutan sebagaimaha dimakeud dalam Pasal 2,
N bersumber -dari pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
o sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

o Pasal 6

(1) Besaran  Insentif  ditetapkan 5 % (lima persen)
i dari- rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- dalam  Tahun = Anggaran  berkenaan untuk tiap jenis -
- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; L L

1(2)'Besaran . pembayaran " Insentif untuk pihak  lain
: sebagalmana drmaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d,
Tdrtetapkanﬁ paling trnggl sebesar 10% (sepuluh persen)
- dari besaran lnsentrf yang drtetapkan sebagalmana drmaksud
'edalam ayat (1);



- ®

Besaran lnsentuf sebagalmana dlmaksud dalam ayat a,
dltetapkan melalui - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T

- Kabupaten Bengkalls Tahun Anggaran Berkenaan

N0

Pa‘s‘al]ﬁ

Besaran:'j Perhbayarén' Insentif sebagaimana dimaksud

‘dalam Pasal 3 ‘ayat (2) huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d, o
-~ untuk setlap bulannya dlkelompokkan berdasarkan realisasi
By penenmaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran S5

' » sebelumnya dengan ketentuan sebagal berlkut

S

a. Dibawah :Rp ;_1.000.000.000 ooo: (satu triliun " ruplah) |
- paling  tinggi 6 (enam)‘,kall gajl pokok dan tunjangan”v!;'f’

_ yang melekat

b. Mulal dan Rp 1000 000.000. 000- (satu trlllun rupiah) (

~ sampai dengan Rp 2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus = - , 
milyar - rupiah), - paling tinggi 7 (tujuh)b kali ggjl pokok

‘dan tunjangan yang melekat

e Diatas - Rp 2. 500 000 000 000— "(dUé trlllun lima ratus
mllyar ruplah) sampai dengan Rp 7.500. 000.000. 000,- ;
- (tujuh’ tnllun lima ratus milyar rupiah) pallng tinggi 8 (delapan)_ e ‘

kali gajl pokok dan tunjangan yang melekat

. d. Dlatas ‘Rp  7.500.000.000.000,-  (tujuh triun  lima ratus

mllyar rupiah) paling tlnggl 10 (sepuluh) kali gajl pokok
o dan tunjangan yang melekat

e Tunjangan yang melekat sebagalmana dlmaksud dalam

“ayat (1) huruf b huruf c dan huruf 'd adalah tunJangan‘

yang - melekat pada gaji, terdiri atas tunjangan istri/suami,
‘tunjangan‘ anak, tunjangan jabatan struktural/fungswnal'
danlatau tunjangan beras *

Apablla dalam reallsa3| pemberlan Insentlf berdasarkan ketentuan"

‘sebagalmana d|maksud dalam ayat. (1), terdapat sisa lebih

| harus dlsetorkan ke Kas Daerah sebaga| penenmaan daerah

o)

' Pasal 8 ’.

Pénerimé 5 Pembayaran Insentif sebagalmana dimaksud,"’,

“dalam Pasal 3 ayat (2) dan Besaran Pembayaran Insentif =

sebagalmana dlmaksud dalam Pasal ‘6. ayat (1); ditetapkan
-'melalw Keputusan Bupatl ’ e IR



(2) Pelaksanaan | ‘lebih Ianjut dalam *hal Pemberlan Insentif
Sy i _Pemungutan 3 Pajak ~Daerah dan RetnbUSI ‘Daerah
_ pada setiap SKPD, dlatur lebih - Ianjut oleh Kepala - SKPD

BAB IV
PENGANGGARAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

(1) Kepala Instan3| : PelakSana Pemungut  Pajak ~ Daerah -
: L_jdan Retnbu3| : Daerah _menyusun penganggaran ,  insentif ‘
~ ‘pemungutan  Pajak - Daerah ~ “danfatau  Retribusi Daerah‘
’berdasarkan ketentuan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 6

»}.:[7“;Af‘:(2)'iPenganggaran Insentnf : Pemungutan Pajak Daerah
","kﬂb;ksebagalmana dlmaksud - dalam " ayat - (1), - dikelompokkan
ke dalam Belanja Tldak LangSung yang  diuraikan

""“berdasarkan jenis Belanja - Pegawai,  Objek  Belanja
. Insentif Pemungutan PaJak Daerah serta Rmcnan Objek Belanja

‘ Pajak Daerah ' ' ' :
‘"f‘ﬂ;;;“(3)‘Penganggaran ; lnsentlf Pemungutan | Retrlbu3| | "D"aér\a‘h

. sebagaimana dimaksud dalam ‘ayat (1), - dikelompokkan
;r‘bke dalam Belanja Tldak Langsung yang d|ura|kan berdasarkan
- Jenis Belanja Pegawal Obyek Belanja Insentlf Pemungutan
'Retnbu3| Daerah serta Rmcnan Obyek Belanja Retnbus1 Daerah

Pasal 10

R Dalam haI target penenmaan Pajak Daerah dan RetnbUSI Daerah '
",Lff"’pada akhir Tahun Anggaran telah tercapa| -atau - terIampaun
 'fff;i=pembayaran lnsentlf belum dapat dilakukan . pada Tahun ‘Anggaran .
* " berkenaan, pembenan lnsentlf dlberlkan ‘pada . Tahun ‘Anggaran
f'f"f‘berlkutnya yang pelaksanaannya sesuai - dengan ~ peraturan
~ perundangan-undangan yang berlaku. T

Pésal 11
. *}Pertanggungjawaban Pembenan lnsentlf dllaksanakan sesual dengan
: ,peraturan perundang undangan yang berlaku L ‘

Penenma Insen’uf Pemungutan Pajak Daerah dan Retnbu3| Daerah Lo



L BABV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal12
ffPembenan Insent|f untuk Tahun Anggaran 2012 dapat dlbayarkan
_‘sesual dengan Anggaran g Pendapatan ~dan Belanja Daerah -
Kabupaten Bengkahs Tahun “Anggaran 2012 dan dllaksanakan

- ‘ sesual dengan Peraturan Bupatl |n| '

SR BABVI
| KETENTUAN PENUTUP

: Pasal13 L

g }Peraturan Bupatl ini mula| berlaku pada tanggal d|undangkan

"'\'Agar setlap orang dapat mengetahuinya ‘ memermtahkan i |
f'..,pengundangan Peraturan Bupat| in dengan penempatannya 5

e ';'dalam Berlta Daerah Kabupaten Bengkalls

‘ o '_ - Dltetapkan di Bengkahs LU
S e e APadatanggal 11 Apail 201

BUPATI BENGKANLIS,

N SALEH
: Dlundangkan dl Bengkahs -

- Padatanggal 12 ApriL 2012 Yo
o VSEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS, NS

. —DsH ASMARAN',HASAN, ”
- PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 19550720198003 1 ooa

- BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2012 NOMOR W .



